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Abstract: Licensing and Policy Implementation in the non-Licensing Licensing Services. This
study describes the implementation of licensing and non-licensing policy on the Board of
Investment and I ntegrated Licensing Services (BPMPPT) Meranti 19 ands Regency, Riau Province.
The research method used in this paper is a descriptive qualitative. What research is at the
Meranti Islands regency and the author of the study collected data from multiple sources of
books, encyclopedias, journalsand interviewswith informants of the study. This study concluded
that the implementation of licensing and non-licensing policy implemented without the use of
standard operating procedure. This is due to the large demand for local governments to require
licensing and non-licensing services executed immediately and in an integrated manner, to increase
the sources of revenue and increase the role of private sector in regional economic development.
Besides the constraints faced in the implementation of policies on licensing and non-licensing
BPMPPT Meranti district is due to the lack of quality and quantity of human resources Meranti
district government.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Perizinan dan non-Perizinan dalam Pelayanan Perizinan.
Penelitian ini menggambarkan mengenai implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kepulauan
Meranti, Provinsi Riau. Model penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif
deskriptif. Lokas penelitian beradadi Kabupaten K epulauan Meranti dan penulis mengumpulkan
data penelitian dari beberapa sumber buku, ensiklopedia, jurnal dan wawancaramendalam dengan
informan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwaimplementasi kebijakan perizinan dan
non-perizinan dilaksanakan tanpa menggunakan standart operasional procedure. Hal ini
dikarenakan tuntutan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengharuskan pelayanan perizinan
dan non-perizinan dijalankan dengan segera dan secara terpadu, untuk menambah sumber
pendapatan asli daerah dan meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi
daerah. Selainitu kendal a-kendalayang dihadapi dalam implementasi kebijakan perizinan dan non
perizinan padaBPMPPT di Kabupaten Meranti ini disebabkan oleh lemahnyakualitas dan kuantitas
sumber daya manusia Pemerintahan Kabupaten Meranti.

Kata Kunci: kebijakan, implementasi, peraturan dan perizinan

PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada dasarnyaadal ah bentuk
tanggung jawab pemerintah sebagal inditus yang
dibentuk gunamenjd ankanfungd-fungs peme-
rintahan kepadawarganegaranya. Dalam per-
kembangannya, paradigma pelayanan publik
mengikuti paradigmayang berkembang ddam
praktik administras negara. Padamasaadmi-
nidras negaraklask, peayanan publik diarahkan
padapdayanan“klien” sehinggamemposisikan
pemerintah sebagai penyediape ayanan publik
lebihtinggi dari masyarakat, sehagaimanasifat
alamiah pelayanan publik differential infor-
mation di atas.
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Pada paradigma ini, masyarakat berada
pedasituas sebaga objek peayanan publik semata,
sehingga tidak memiliki kewenangan untuk
mengontrol jumlah, jenis, dankuditaspelayanan
publik yang diberikan. Namun dengan adanya
otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten K epu-
lauan Meranti memiliki kewenangan untuk me-
NQUIruS proses perizinan dan non-perizinan sendiri
terhadap maksyarakat yang mengurusizinusaha
Hd inilah yang dijadikan Bupati Meranti dengan
memberikan pelimpahan kewenangan penguru-
san perizinan dan non-perizinan kepadaBadan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu K abupaten K epulauan Meranti.
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Pelayanan perizinan dengan s stemterpadu
satu pintu (one stop service) membuat waktu
pembuatanizin menjadi lebih singkat. Pasalnya,
dengan pengurusan administrasi berbasis
teknologi informas, input datacukup dilakukan
sekali, dan administrasi bisadilakukan secara
simultan. Dengan adanyakel embagaan pelaya
nan terpadu satu pintu, sl uruh perizinan dan non-
perizinan yang menjadi kewenangan kabupater/
kotadapat terlayani dalam satu lembaga.

Karakteristik pelayanan satu atap yang ter-
jadi di Kabupaten Kepulauan Meranti jugatidak
berbedajauh dengan patron birokras yang sanget
Webberian danterlihat tidak efektif dan efisien.
Pendliti mengidentifikas permasalahan penye-
lenggaraan 5 stem Pelayanan SatuAtap di Kabu-
paten K epulauan M eranti ada ah sebagai berikut:
1. Pada umumnya daerah kurang perhatian

terhadap standar waktu dan biaya untuk
proses pelayanan administrasi penanaman
modal di daerah. Sebagai akibatnya, waktu
yang diperlukan bagi calon penanam modal
untuk menyel esai kan perizinan penanaman
modal di daerah sulit diperkirakan. Penye-
lesaian perizinan penanamanmoda di daerah
seringkdi membutuhkanwaktuyanglamadan
biayayang tidak sedikit;

2. Lemahnyakoordinas antaraingtans-instans
yang terkait dan pelayanan administrasi
penanaman moda di daerah. Tidak adahubu-
ngan kerjayang jelasantaraingand yang me-
nerbitkan Izin Lokad, instans yang mener-
bitkan IMB, daninstans yang menerbitkan
1Z7inUUG/HO. Masing-masingingand bekerja
sendliri-sendiri;

3. Meskipunterdapat instang tertentu di daerah
yang menangani bidang penanaman modal,
tetapi kewenangan instansi tersebut tidak
memadai untuk meningkatkan kualitas
pel ayanan dalam perizinan penanamanmodd.
Hal ini karenakewenangan pel ayanan per-
izinan masih dimiliki oleh masing-masing
instand yang secaratradisional menerbitkan
IzinLokas, IMB, dan1zin UUG/HO.

Gambaran pdayanan Sstem Pdayanan Satu
Atap di Kabupaten Kepulauan Meranti ini
tentunya memberikan implikasi pada iklim

investas di daerah. Ironisnya, tidak jarang ter-
ciptanyakondisi yang tidak kondusif di bidang
pelayanan perizinan usaha dikaitkan dengan
desentralisasi. Jikademikian, tujuan dari de-
sentraisas menjadi sangat kontraproduktif yang
tadinyaingin mendekatkan pelayanan kepada
stakeholder, tapi justru menghambat iklimin-
vestasi. Namun demikian, kondisi iklim pe-
nanaman modal di daerah tersebut sebenarnya
tidak memiliki relevans yang kuat dengan kebi-
jakan otonomi daerah karena proses pelayanan
administras penanaman modal padadasarnya
tel ah dil aksanakan ol eh daerah sebelum dagrah
menerimakewenangan dari pusat dalam bidang
penanaman modal.

Daam rangkaian proseskebijakan publik
terdapat beberapatahapan yang saling terkait
satu dengan yang lainnya. Perumusan atau
formulasi kebijakan merupakaninti dari kebi-
jakan publik yaitu prosesmemastikan pokok isu
dari permasa ahan yang sedang dihadapi dengan
memperhati kan bahwarumusan kebijakan akan
menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan
selanjutnyaadal ah pel aksanaan (implementas)
kebijakan adalah carayang dipilih oleh sebuah
kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada
berikutnya, dilakukan evaluas kebijakan yang
tidak semata-matamelihat kesenjangan antara
tuj uan dan pencapai annya, namun melingkupi
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam peru-
musan, implementasi, dan lingkungan kebijakan
(Wibowo, 2005).

K ewenangan pemerintah berkait erat dengan
asaslegdlitas, karenaasasinilah yang menen-
tukan bahwa semuaketentuan yang mengikat
warganegaraharus didasarkan pada undang-
undang. Asaslegalitasini merupakan prinsip
negarahukum yang menekan padapemerintahan
berdasarkan undang-undang. Dengankatalain,
Setiap penyel enggaraan kenegaraan dan peme-
rintahan harusmemiliki legimitad, yaitu kewe-
nangan yang dimiliki pemerintahini harusah
berasal dari peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian substans dari asaslegalitas
adalah wewenang (Ridwan, 2001).

Edwar I11 (1984) mengatakan bahwamode
implementasi kebijakan publik menunjukan
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empat variabel yang berperan penting dalam
pencapai an keberhasilan implementasi. Empat
variabel tersebut adalah komunikasi, sumber
daya, disposis dan struktur birokras.

Penelitian ini menggambarkan mengenai
implementasi kebijakan perizinan dan non-
perizinan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) K abu-
paten K epulauan Meranti Proving Riau.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kajian
politik yang mengandissmengena implementas
kebijakan perizinan dan non-perizinan pada
BPMPPT Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara
khusus penelitianini difokuskan padafaktor-
faktor yang mempengaruhi implementas kebi-
jakan perizinan dan non perizinan padaBPM PPT
Kabupaten K epulauan Meranti dilaksanakan
tanpa menggunakan Standart Operasional
Procedure (SOP). Penelitianini bersifat des-
kriptif analitisyang diawali dengan menggam-
barkan fenomena-fenomenayang terjadi ber-
kaitan denganimplementas kebijakan perizinan
dan non perizinan. Setelahitu akan dilanjutkan
dengan menganalisafaktor-faktor yang mem-
pengaruhi implementas kebijakan perizinandan
non per-izinan pada BPMPPT Kabupaten
Kepulauan Meranti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Perizinan di Era Otonomi Daerah
Otonomi daerah sgjatinya mendekatkan
penye enggaraan pelayanan publik kepadamas-
yarakat. Dalam bidang perizinan, pendelegasian
otoritaskewenangan sebenarnyajugated ah diatur
dalam peraturan otonomi daerah. Berdasarkan
Keppres N0.117/1999, keterlibatan daerah
dalam bidang penanaman modal, khususnya
pelayanan perizinanyaitu penerbitan1zin Lokag,
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin
Gangguan (HO). 1zinrizinini sebenarnyadiperlu-
kan oleh pemilik modal (investor) yang akan
melakukan kegiatan usahadi daerah. Nantinya
stdahizin-izinsdesa dibuat, makainvestor akan
mendapatkan 1zin Usaha Tetap. Pasca tahun

1999, kewenangan daerah menguat dalam pener-
bitanizin penanamanmodal di daerah. Kewena:
ngan perizinan penanaman modal yang tadinya
hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, pada
akhirnyadapat menangani dan menerbitkanizin
yang terkait dengan penanaman modal.

Iklim penanaman modal di daerah yang
demikian kemudian menjadi pijakan pusat untuk
menarik kembali kewenangan di bidang pena-
naman moda yang telah didesentrdisasikanke
daerah. Melalui Keppres N0.29/2004, pela
yanan persetujuan, perizinan dan fasilitas pena-
naman modal dalam rangkaPMA dan PMDN
kembali dilaksanakan terpusat pada BKPM
melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres
N0.29/2004 tersebut memang bukan K eppres
pencabutan kewenangan daerah dalam pela-
yanan perizinan penanaman modal hanyame-
nyebutkan bahwagubernur/bupati/walikotada:
pat melimpahkan kewenangan pelayanan
persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman
modal kepada BKPM, tetapi merupakan pra-
kondis bagi prosesdesentralisas.

Perihal kewenangan daerah di bidang
penanaman modal ditegaskan kemudian dalam
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah bahwalingkup kewenangan daerah di
bi dang penanaman modal ada ah dalam penye-
lenggaraaan pel ayanan administras penanaman
modal. Tidak adapenjelasan detail tentang ke-
tentuan tersebut, demikian pulabelum adake-
bijakan turunan untuk menjabarkan ketentuan
dimaksud. Namun demikian, penggunaanigtilah
“adminigras” tampaknyamerupakan pembata-
san terhadap kewenangan daerah di bidang pe-
nanamanmodal.

Dengan pembatasan kewenanganini, daerah
tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan
pengambilan keputusan strategik seperti pem-
berianizin persetujuan penanamanmodd, izin
pel aksanaan, dan fasilitas penanaman modal .
Dengan demikian, berdasarkan UU N0.32/2004
Pemerintah Pusat dapat mengembalikan kewe-
nangan daerah di bidang penanaman modd pada
kondis sebelum ditetapkannya UU No.22/
1999, yakni kewenangan dalam pemberian
perizinan: 1zinLokad, 1zin Hak GunaBangunan,
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Hak GunaUsaha, Hak Pengelolaan, IMB, dan
IzinUUG/HO

Konsep desentralisas pemerintahan yang
menggeser kekuasaan pemerintahan dari pusat
kedaerah, termasuk pelimpahan sebagiankewe-
nangan terhadap aparat pemerintahan dari ke-
kuasaan pemerintah pusat ke Pemdamerupakan
upayamemfungs kan peran dlit daerah yang di-
nilai lebih memerhatikan permasal ahan dan po-
tens daerah otonom agar diurussecaramandiri.
[ nstrumennyatentu sajamenggunakan sumber
dayalokal yang berimplikas padapeningkatan
kesgjahteraan masyarakat |okal.

Daam UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik disebutkan bahwape ayanan
publik adal ah kegiatan atau rangkaian kegiatan
daamrangkapemenuhan kebutuhan pelayanan
sesual dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pel ayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan
publik. Menurut Pasdl 4 UU ini, penydenggaraan
pelayanan publik berasaskan kepentingan umum,
kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan
hak dan kewgjiban, profesionaisme, partisipatif,
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, ke-
terbukaan, akuntabilitas, faslitasdan perlakuan
khususbagi kel ompok, rentan, ketepatan waktu,
sertakecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sebagai bagian dari responsterhadap tan-
tangan globd, telahterjadi pergeseran paradigma
dalam pelayanan publik. Tigapergeseran yang
tersebut adaah:

1. Dari problem-based services ke right-
based services
Pelayanan publik yang dulunyadiberikan
hanya untuk merespons masalah atau ke-
butuhan masyarakat, kini diselenggarakan
untuk memenuhi hak-hak masyarakat se-
bagaimana telah diamanatkan konstusi
nasonad maupun konvend internasond;

2. Dari rules-based approaches ke outcome-
oriented approaches
Pelayanan publik cenderung bergeser dari
yang semata didasari peraturan normatif
menjadi pendekatan yang berorientas pada
hesil; dan

3. Dari public management ke public
governance
Dalam mangjemen publik masyarakat
dianggap sebagai klien, pdanggan, atau seka
dar penggunalayanan sehinggamerupakan
bagian dari market contract.

Pelayanan publik padaumumnyamemiliki
sifat differential information dan interde-
pendence. Sifat pertamaberarti adanyakedu-
dukan yang tidak berimbang antarapenyedia
pelayanan dan konsumennyayang di sebabkan
oleh ketidaksetaraan posisi antara penyedia
pel ayanan dan konsumen. Sifat keduaberarti
bahwa keberadaan pelayanan publik dapat
mempengaruhi aspek-aspek kehidupan dari
masyarakat.

Berdasarkan datadari gambaran berbagai
dimens perizinan dan non perizinan pada
BPMPPT, makaterdapat beberapafaktor yang
mendorong Pemerintah Kabupaten K epulauan
Meranti mengel uarkan perizinan dan non per-
izinan usaha kepadamasyarakat tanpaadanya
SOPyang jelasdan baku.

Kewenangan Daerah yang Besar dalam
Otonomi Daerah

Perkembangan otonomi daerah yang sela-
ras dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentu sgja
berdampak padawewenang pemerintah daerah
yang semakin besar dalam mengurusdaerahnya
terutama dalam percepatang pembangunan.
Dengan adanyakewenangan bagi Pemerintah
Kabupaten K epulauan Meranti untuk menge-
|uarkan perizinan kepadamasyarakat melalui
pembentukan BPM PPT K abupaten Kepulauan
Meranti semakin mendorong pemerintah untuk
menge uarkanizin usahabagi masyarakat.

|zin usshakepadamasyarakat yang diproses
olen BPMPPT jugasemakin menjadi faktor pen-
dorong pengurusan perizinan dan non perizinan
masyarakat. Sdlainitudaam otonomi daerahini
terdapat tuntutan yang besar bagi birokrat ddam
proseshirokras untuk mengharuskan pelayanan
perizinan dan non perizinan dijal ankan sesegera
mungkin dan dil aksanakan secaraterpadu me-
laui pelayanan satu atgp wa aupun tanpaadanya
penggunaan SOPyangjelas.
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Pendapatan Daerah dari Sektor Perizinan
dan non-Perizinan

Faktor lainnyayang mendorong pemerintah
untuk melakukan implementasi kebijakan
perizinan dan non perizinan kepadamasyarakat
tanpa menggunakan standart operasional
procedure adal ah sumbangan bagi pendapatan
daerah. Dengan adanya pengurusan perizinan
dan non perizinan di Kabupaten K epulauan
Meranti tentu sgjaakan menambah sumber de-
visadaerah dengan adanyasumbangan retribus
yang diberikan oleh masyarkat kepada kas
daerah atau negara.

Hal ini jugalah yang menjadi alasan bagi
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
melaui BPM PPT mengel uarkan dan perizinan
dan non perizinan kepada masyarakat tanpa
menggunakan SOPyang jelasdan baku. Selain
itu, pengurusan perizinan dan non perizinanoleh
BPMPPT Kabupaten K epulauan Meranti tentu
sgjamampu meningkatkan peran sektor swasta.

Aspirasi DPRD untuk Pembentukan
BPMPPT

Faktor berikutnyayang menjadi pendorong
bagi BPMPPT Kabupaten K epulauan Meranti
mengd uarkan perizinan dannon perizinanaddah
dikarenakan adanyapenyampaian aspiras oleh
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)
K abupaten K epulauan Meranti agar pemerintah
sesegaramungkin membentuk lembagapelaya-
nan terpadu bagi masyarakat.

Pembentukan lembagainilah yang mendo-
rong pemerintah membentuk BPMPPT Kabu-
paten K epulauan Meranti dengan tujuan agar
masyarakat |ebih mudah dalam melakukan pro-
Ses perizinan dan non perizinan usahadi Kabu-
paten K epulauan Meranti wal aupun tanpaada-
nyamekanisme SOP yang jelas dan baku.

Berdasarkan penyampaian aspirasi oleh
masyarakat melalui anggota DPRD kepada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,
maka Bupati menginstruksikan pembentukan
badan pel ayanan terpadu yang bertujuan untuk
mengurus perizinan dan non perizinan kepada
masyarakat.

Instruksi Bupati Meranti No. 57 Tahun 2011

Pengurusan perizinan dan non perizinan
kepada masyarakat tanpa adanya SOP ini
dijalankan oleh pemerintah melalui Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti No. 57 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan
Non Perizinan kepada BPMPPT Kabupaten
Kepulauan Meranti. Instruksi Bupati kepada
BPMPPT untuk melakukan kewenangan pe-
ngurusan perizinan dan non perizinan usaha
masyarakat dijalankan tanpaadanya SOP. Hal
ini dikarenakan adanyakebutuhan yang men-
desak bagi masyarakat untuk mengurusizin
usahadan adanyaingtruks Bupati sebaga kepaa
daerah tertinggi di Kabupaten Kepulauan
Meranti yang meminta BPMPPT Kabupaten
Kepulauan Meranti untuk sesegeramungkin
mengurusizin usshamasyarakat wa aupuntanpa
adanya SOP yang baku.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan

Beberapafaktor di atas merupakan faktor
teknisyang mempengaruhi implementas ke-
bijakan perizinan dan non perizinan di Kabu-
paten K epulauan Meranti tanpamenggunakan
standart operasional procedure. Selain itu,
Edwards| 1 jugamenjelaskanfaktor-faktor yang
mempengaruhi implementas kebijakan Peme-
rintah K abupaten K epulauan Meranti melalui
pengurusan perizinan dan non perizinan oleh
BPMPPT tanpa menggunakan SOP, yaitu se-
baga berikut:

Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan
efektif gpabilaukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
kebijakan dipahami olehindividu-individuyang
bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan
kebijakan. Kgelasan ukuran dan tujuan ke-
bijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan
secaratepat dengan parapel aksana. Konsstens
atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan
perlu dikomunikasi kan sehinggaimplementator
mengetahui secaratepat ukuran maupun tujuan
kebijakanitu.



60 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 10, Nomor 1, Juni 2012, him. 1-66

Implementas kebijakan harusditerimacleh
semuapersond dan harusmengerti secarajelas
dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebi-
jakan. Jikaparaaktor pembuat kebijakan telah
melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan
sebenarnyamerekatidak mengerti apasesung-
guhnyayang akan diarahkan. Paraimplementor
kebijakan bingung dengan gpayang akan mereka
lakukan sehinggajikadipaksakan tidak akan
mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukup-
nyakomunikas kepadaparaimplementor secara
seriusmempengaruhi implementas kebijakan.

Komunikasi yang berjalan antara Peme-
rintah Kabupaten K epul auan Meranti dengan
masyarakat dalam permasal ahan pengurusan
perizinan dan non perizinanini berjalan dengan
efektif. Komunikas yang dilakukan oleh peme-
rintah adal ah dengan mengel uarkan kebijakan
pembentukan BPM PPT K epulauan Meranti dan
melimpahkan kewenangan kepada Badan
tersebut untuk melakukan pengurusan perizinan
dan non perizinan di Kabupaten Meranti.

Adanyaaspiras dan partispas masyarakat
dalam menuntut pengurusan perizinan dan non
perizinan padaBPMPPT Kepulauan Meranti
dilaksanakan sesegeramungkin mengakibatkan
BPMPPT K abupaten K epulauan Meranti harus
mengel uarkan kebijakan perizinan usahabagi
msyarakat sesegeramungkin.

Adanyaaspiras masyarakat dan tanggapan
pemerintah melalui implementasi kebijakan
perizinan dan non perizinan merupakan sdah satu
bentuk komunikas yang efektif antarapemerintah
dan masyakat dalam pengurusan perizinan dan
non perizinan usahadi Kabupaten K epulauan
Meranti. Komunikas yang efektif antaramasya
rakat dan pemerintahini terlaksanawalaupun
tanpaadanya SOP.

Sumber Daya

Sumber dayamanusiayang tidak memadahi
(jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat
dilaksanakannya program secara sempurna
karena merekatidak bisa melakukan penga-
wasan dengan baik. Jikajumlah staf pelaksana
kebijakanterbatas, makahd yang harusdilakukan
meningkatkan skill/kemampuan parapelaksana

untuk melakukan program. Untuk itu perlu
adanyamana emen SDM yang baik agar dapat
meningkatkan kinerjaprogram.

Sumber dayalainyangjugapenting adalah
kewenangan untuk menentukan bagaimana
program dilakukan, kewenangan untuk membe-
lanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan
uang, pengadaan staf, maupun pengadaan
supervisor. Fasilitasyang diperlukan untuk me-
laksanakan kebijakan/program harusterpenuhi
seperti kantor, peraatan, sertadanayang men-
cukupi. Tanpafaslitasini mustahil program depat
berjalan.

Ddam permasa ahanimplementad perizinan
dan non perizinan pada BPMPPT Kabupaten
Kepulauan Meranti tentu sgjaharusdidukung
oleh sumber dayamanusiayang baik. Sumber
dayamanusiapemerintah jugaharusdidukung
dengan pengetahuan yang baik. Pihak yang
berhak mengel uarkan kebijakan perizinan baik
pemerintah pusat dan daerah haruslah orang
yang memiliki latar belakang pendidikan yang
mengerti mengenal permasal ahan kehutanan.
Sehinggahd ini akanmemudahkanimplementas
kebijakan perizinan dan non perizinan karena
didukung oleh sumber dayamanusiayang bagus.

Secarakudlitas, tingkat pendidikan apartur
pendidikan dan masyarakat di K abupaten Kepu-
lauan Meranti belum mencapai jumlah yang
seimbang. Semakintingginyatingkat pendidikan
tentu sgjaakan mendukung percepatan pemba-
ngunan sal ah satunyada am pengurusan perizi-
nan dan non perizinan. Sehingga secara data
dilapangan kualitas pendidikan masyarakat di
K abupaten K epulauan M eranti belum mencapai
tingkat yang cukup bagus sehinggadad am pengu-
rusan perizinan dan non perizinan masyarakat
tidak mempermasd ahkan adaatau tideknyaSOP.

Selain itu jumlah atau kuantitas aparatur
pemerintah juga mempengaruhi efektivitas
implmentas kebijakan pengurusan perizinandan
non perizinan. Secarajumlah dan mutu PNSdi
Kabupaten K epulauan Meranti masih minim
sehinggauntuk merancang standart operasional
procedure sampai saat ini belum terealisasi.
Sehinggadalam pengurusan perizinan dan non
perizinan usahamasi h dilakukan sejak tahun
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2010 tanpamenggunakan SOP sebagai aturan
main dalam menetapkan pengurusan perizinan
dan non perizinan.

Disposisi atau Sikap

Sdah satu faktor yang mempengaruhi efek-
tifitas implementasi kebijakan adalah sikap
implementor. Jikaimplemetor setuju dengan
bagian-bagianis dari kebijakan makamereka
akan mel aksanakan dengan senang hati tetapi
jika pandangan mereka berbeda dengan pem-
buat kebijakan makaprosesimplementas akan
mengalami banyak masalah.

Adatigabentuk sikap/responimplementor
terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana,
petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon
program kearah penerimaan atau penolakan, dan
intensitasdari respon tersebut. Parapel aksana
mungkin memahami maksud dan sasaran
program namun seringkai mengdami kegagaan
dalam melaksanakan program secara tepat
karena mereka menolak tujuan yang ada di-
daamnyasehinggasecarasembunyi mengaihkan
dan menghindari implementasi program. Di-
samping itu dukungan parapejabat pelaksana
sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran
program.

Disposisi atau sikap juga sangat mempe-
ngaruhi implementasi kebijakan perizinan dan
non-perizinan padaBPM PPT K abupaten Kepu-
lauan Meranti. Skapinstans pemerintah daerah
ddam mengel uarkan izin usahasangat mendu-
kung pel aksanaan pengurusan perizinandannon
perizinan hal ini sesual denganinstruks Bupati
Kabupaten K epulauan Meranti untuk sesegera
mungkin mel aksanakan pelayanan satu atap,
wal aupun tanpaadanya SOP.

Sdanituimplementas kebijakan perizinan
dan non perizinandi Kabupaten KepulauanMe-
ranti jugadidukung oleh sikap masyarakat. Hal
ini dikarenakan dengan adanyapel ayanan prima
satu atap dalam pengurussan perizinan semakin
memudahkan masyarakat dan memutusrantai
birokrasi dalam pengurusan perizinan dan non
perizinan Kabupaten K epulauan Meranti tanpa
menggunakan SOP.

Struktur Birokrasi

M embahas badan pel aksana suatu kebija-
kan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birok-
rasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik,
norma-norma, dan pol a-polahubunganyang ter-
jadi berulang-ulang dalam badan-badan ekse-
kutif yang mempunya hubungan baik potensial
maupun nyatadengan apayang merekamiliki
dalam menja ankan kebijakan.

Struktur birokras jugasanga mempengaruhi
implementas kebijakan perizinan dan non- per-
izinan pada BPM PPT K abupaten K epulauan
Meranti. Padamasaorde baru pengurusan per-
izinan dilakukan oleh kewenangan pemerintah
pusat. Akan tetapi pada masareformasi dan
perkembangan otonomi daeran, pemerintah dae-
rah jugamemiliki kewenangan untuk menge-
|uarkan perizinan dan non-perizinan. Dengan
adanyadorongan dalam struktur birokrasi untuk
mel aksanakan pengurusan perizinan dan non-
perizinan, makawal aupun tanpa adanya SOP
namun dengan didukung ol eh struktur birokras
yang terpadu, makaproses pengurusan perizinan
inipun dapat berjaan dengan lancar.

SIMPULAN

Karakteristik pelayanan perizinan di Kabu-
paten Meranti terlihat tidak efektif dan efisien.
Hal ini dikarenakan kurangnyaperhatian ter-
hadap standar waktu dan biaya untuk proses
pelayanan administrasi penanaman modal di
daerah. Sebagai akibatnya, waktu yang diperlu-
kan bagi calon penanam modal untuk menye-
|esaikan perizinan penanaman modal di daerah
aulit diperkirakan. Penyel esaian perizinan pena-
namanmoda di daerah seringkai membutuhkan
waktu yang lamadan biayayang tidak sedikit.
Selain itu juga lemahnya koordinasi antara
instansi-instansi yang terkait dan pelayanan
administras penanamanmodal di daerah. Tidak
adahubungan kerjayang jelasantarainstans
yang menerbitkan Izin Lokas, instansi yang
menerbitkan IMB, daningang yang menerbitkan
1zinUUG/HO.
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